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PUTUSAN
Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Gsg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat

tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

MELAWAN
Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja,

tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-
saksi di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Mei

2016 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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register Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah,
sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/21/XI1/2014
tanggal 15 Desember 2014;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka
dan saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di
rumah Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah selama 2 bulan, sampai dengan
berpisah;, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri
namun belum dikaruniai keturunan

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus
terjadi perselisinan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan
alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi pulang kerumah orang tuanya;

b. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman bersama dengan
Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah ketika dijemput termohon tetap tidak mau

kembali hidup bersama dengan pemohon;
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c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia
terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina
rumah tangga yang baik;

5. Bahwa puncak perselisinan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2015 disebabkan oleh
Pemohon sudah tidak than dengan prilaku termohon yang tetap menolak untuk
membina rumah tangga yang baik, sehingganya pemohon berkeinginan untuk
bercerai; yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang
kerumah orangtua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1
tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir
maupun batin antara pemohon dantermohon;;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun
lagi sebagai suami istri maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan
Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada
Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
Subsider :
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap
sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil’kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga
karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;
Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati

Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang tetap
dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat
bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen di
Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya
dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah,
Nomor 358/21/X11/2014 tanggal 15 Desember 2014, yang telah bermeterai cukup
dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata

sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (bukti P.2);
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Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi | (44 tahun)
dan Saksi Il (37 tahun), di bawah sumpahnya para saksi menerangkan sebagai berikut :
Keterangan saksi 1 (kakak ipar) :

- Saksi mengenal Termohon sejak menikah;

- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua

Pemohon selama 2 bulan lalu pindah ke rumah kediaman bersama;

- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Awalnya rumah tangga mereka rukun, namun sejak 6 bulan setelah
pernikahan mulai  sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin
Pemohon, ia pernah dijemput lalu pulang lagi ke rumah bersama dan setelah
itu pergi lagi dan dijemput oleh Pemohon tetapi tidak mau lagi pulang
akhirnya memutuskan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga;

- Sejak saat itulah Pemohon dan Termohon memutuskan berpisah;

- Pihak keluarga pernah 3 kali mendamaikan mereka berdua, namun tidak
berhasil.

Keterangan saksi 2 (kakak kandung Pemohon) :

- Saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

- Saksi hadir ketika mereka berdua menikah dan pernikahan itu tampak baik-
baik saja, tanpa paksaan dan suka sama suka;

- Setelah menikah mereka tinggal di rumah kediaman bersama setelah
menempati rumah orangtua Pemohon;

- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
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- Ketika tinggal di rumah orangtua Pemohon, rumah tangga Pemohon dan
Termohon terlihat harmonis dan rukun, namun sejak pindah di rumah
kediaman bersama mulai saksi lihat perselisinan dan pertengkaran;

- Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon
sering pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya tanpa
sepengetahuan Pemohon (suami), hal itu berulang-ulang kali dan setiap
pulang Pemohon datang menjemput dan Termohon mau pulang lagi ke
rumah bersama, tetapi akhirnya Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan
tidak mau lagi pulang dan memutuskan untuk berpisah dari Pemohon;

- Pihak keluarga pernah mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan
tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan
kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon
putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita
Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara
Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
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kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat ( P.1), Termohon beralamat di
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi
relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
berperkara dengan jalan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon
sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil’lkuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah
menurut  hukum, Kkarenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa
Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan  sebagaimana dalam

posita permohonan Pemohon;
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Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan
Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi KTP dan
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya,
maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat
diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan
Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum
pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon dan
Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara
ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam
penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi
dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian
dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh  karena itu telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian a quo dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon, penegasan dan penjelasan
tambahan Pemohon, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Pemohon, didapatkan
fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena
seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit
dirukunkan;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon melalaikan

kewajibannya sebagai istri dan tidak patuh kepada suaminya, meskipun Termohon
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tidak dikategorikan nusyuz, namun perilaku menyimpang tersebut tidak sejalan
dengan tuntutan agama Islam dan hukum keluarga (baca; perkawinan) di Indonesia;

3. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian
dengan memberikan nasehat agar Pemohon bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
pecah (broken mariage) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi
dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa
alasan yang sah:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (mitsagan
ghalidhan) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan
tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa salah satu peristiva hukum yang dapat dijadikan alasan
perceraian adalah apabila kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga yang
utuh, halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10
November 2000, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan meyakinkan Pemohon
sudah tidak mau beristrikan Termohon sehingga tujuan perkawinan dipastikan tidak
akan tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak istiqgamah menjalankan bahtera
rumah tangga, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan
atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah
perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masin dapat dipertahankan lagi atau tidak,

sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996,
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maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka satu
telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
dan ‘Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 serta sejalan dengan Firman Allah

Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi :
<€Y Y \/} :‘n// ‘u -~ - . /4‘1’\ blj L/:é\ \ \ﬁ‘}é b;\j

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petium angka 2 (dua) dapat
dikabulkan dengan alasan hak menjatunkan talak adalah hak suami sesuai dengan
ketentuan Pasal 117 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi
MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1884. Majelis Hakim
berkeyakinan cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak
satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah
putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Yurisprudensi No.157/K/Ag/2001 tanggal 17 Januari 2003 jo. SEMA

No0.28/TUADA-AG/X/2002, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat
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memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan

putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

kediaman kedua belah pihak dan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan

Termohon dan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk
menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana
yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon vyang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di
depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, untuk mengirimkan
salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah tempat kediaman
Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatunkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di
Gunung Sugih pada hari ini Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan
tanggal 15 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami ALIMUDDIN, S.H.l., M.H. sebagai
Ketua Majelis, SOBARI, S.H.l. dan USWATUN HASANAH, S.H.l. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
hakim anggota serta FATMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

DTO

ALIMUDDIN, S.H.1., M.H.

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA
DTO DTO
SOBARI, S.H.I. USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI
DTO

FATMA, S.H.
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Perincian Biaya :
1. Biaya Pendaftaran ...........ccccooviniiiiiinininiiceeeeee . Rp. 30.000,-
2. Biaya PrOSES ..ottt s : Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan ..........ccccoceoiiiiiiniincneneee e : Rp. 600.000,-
4. Biaya REAAKSI.......cccvieieirieceeee e : Rp.  5.000,-

5. Biaya MEEIal ....cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiies s e ciiiieseiieeesiaiiaesanes . Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )
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